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T DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN

ITANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahura guna menjamin terseleaggararlya program

bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu di

Kabupaten Kepulauan Aru sebagai wujud dari

kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warga

masyarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum;

bahwa unttrk melaksanakan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2O13 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran

Dana Bantuan Hukrrm untuk Masyarakat Kurang

Mampu di Kabupaten Kepulauan Aru;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

e.

1.



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagran Timur,

Kabupaten Seram Bagian Barat daa Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 435O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nmror 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun zAlL &ntang

Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2;Oll Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a8);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali tefalrhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor

SS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pernberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nmror 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2\;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA

PEMBERI,AN BANTUAN HUKUM DAN PEI\TYALURAN DANA

BANTUAN HUKUM UNTUK AdASYAITAIGT KURANG

MAMPU DI I(ABUPATEN KEPUI,AUAN ARU.

3.

4.

5.

6.
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Pasal 1

Peraturan ini yang dimaksud deagan :

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anr.

Emerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

;rcayelenggara Pernerintahan Daerah.

&rpati adalah Bupati Kepulauan Aru.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi

Bantuan Hukum seeara eulna-euma kepada Penerima Bantuan Hukuirr.
hnerima Bantuan Hukum adalah
mang/ masyarakat kurang mampu/miskin.

orang atau kelompok

kmberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau
Cganisasi kemasyarakatan yang memberi Layanan Banfiran HUlnim
berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum.

kmohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau
Lrrasemya yang tidak termasuk Pemberi Eantuan Hukum atau
bluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
krkara adalah masalah hukum yang perlu diselesnikan.
Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan
melalui jalur pengadilan r rn tuk menyelesaikannya.
l{on Litigasi adalah proses penangarlan Perkara hukum yang dilakukan di
hrar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya

'ntrrk satu kepentingan tertentu atau lebih.
Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum
Scara Swasta.

Raralegal adalah Lembaga Bantuan Hukum.
Baatuan Hukum secara cuflla-curra adalah pemberian konsultasi
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingr, membela, dan
Eelakukan tindakan hulfim lain unark kepentingan peneari keadilan
yang tidak mampu.

fudampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang
diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentilikasi kebutuhan
dan memecahkan masalah seffa mendorong tumbnrhnya inisiatif dalam

Proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien seeara
berkelanjutan dapat diurujudkan.



krryidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

rnenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang.

knuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

lrrkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

nenurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan

nrpaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan

dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang

diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa

kmberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan

Hukum.

Fenyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi

dan pemahaman terhadap norma hukum dan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan

kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam

bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap nofina hukum dan Peraturan

kmndang-Undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa

nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat

lrang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah

yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik adalah

Hediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak

hetiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil

keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai

penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

lfegosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui

diskusi formal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disi*gkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru. -

Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan

Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi

Jrang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Agar penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara efisien,

efektif, tepat sasaran dan berhasil guna yang bermuara pada terpenuhinya

bak-hak dasar/hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

Untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi

Fenerima Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima

Hukum.

Pasal 3

memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus

nuhi syarat:

mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit

identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok

persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum,

harus memenuhi syarat:

berbadan hukum;

terakreditasi oleh Tim Verifikasi Daerah;

memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap di Daerah;

memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum.



Bagran Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah Hukum Keperdataan,

masalah Hukum Pidana dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, baik

secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi

Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum

secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan

Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus melampirkan:

a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat

tinggat Pemohon Bantuan Hukum; dan

b. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

itas

(2)

Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau

lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berurenang.

Pasal 8

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menJrusun peffnohonan

secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat

mengaiukan permohonan secara lisan.



Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi

Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditandatangani atau

dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu)

hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan

secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam waktu paling lama 3 {tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan

dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan

Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan

Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan
Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap.

Pasal 1O

Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima

selesai danf atau

selama Penerima

Hukum diberikan hingga masalah hukumnya

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 11.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang

berstatus sebagai Pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat

yang direkmt oleh Pemberi Bantuan Hulmm.



Dalam hal jumlah Advokat yarrg terhimpun dalarn wadah Pemberi

Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima

Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal,

Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, Dosen dan

Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus

melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Malrasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 12

hmberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ll ayat (1), tidak menghapuskan kewqiiban Advokat tersebut untuk
berikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan

kraturan Perundang- Undangan.

Pasal L3

kmberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam

mnsal 11 dilakukan dengan cara:

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat
penyidikan dan penuntutan;

pendampingan danf atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di
persidangan; atau

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan

Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14

Fl Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh

Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup
Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

pl Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;



Il]

p)

c. investigasi perkara, baik secara elelrtronik maupun non elekronik;
d. mediasi;

e. negosiasi; dan/atau

f. pendampingan di luar Pengadilan.

BAB III

TATA CARA PEI\TYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 15

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Elantuan Hrrkum dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat [t),
pendanaan dapat berasal dari:

a. hibah atau sumbangan; danf atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Bagian Hukum mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum

Litigasi dan Non Litigasi kepada Bupati.

Standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi acuan dalam

kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 18

Femberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non

Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan

Bantuan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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Pasal 19

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi

Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses

beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang

disertai dengan bukti pendukung.

Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tahapan penanganan perkara dalam:

a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di Pengadilan

tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi

dan peninjauan kembali;

b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan Pengadilan

tingkat I, putusan Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan

tingkat kasasi dan peninjauan kembali; dan

c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai

standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.

Penyafuran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban

Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai

dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Pasal 2O

0l Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi

Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non

Litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti
pendukung.

Pl Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan

Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 2 1

F}

t+)

Bupati benrenang melakukan pengujian

pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai

Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

kebenaran tagihan atas penyelesaian

dasar penyaluran dana Bantuan



Bagian Ketiga

Pertanggungiawaban

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan

Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran

dan tahunan.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemberi Bantuan

Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut

kepada Bupati.

Pasal 23

Ul Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling

sedikit:

a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; dan

b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

rpl Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal24

kmberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah

dministrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dan administrasi

huangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan

hinnya.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 25

tU Pemerintah. Daerah melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum

dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

p) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Bagran Hukum dan HAM Sekretariat Daerah dan menyampaikan hasil

p€ngawasannya kepada Bupati.



Pasal 26

Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas:

melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran

dana Bantuan Hukum;

menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas

Daerah;

menerima laporan dan masyarakat mengenai adanya dugaan

penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana

Bantuan Hukum;

melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian

Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan

oleh Panitia Pengawas Daerah danf atau masyarakat;

mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan

pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;

dan

membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 27

Bagran Hukum dalam melakukan pengawasan di Daerah membentuk

Panitia Pengawas Daerah.

Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

wakil dan unsur:

a. Bagran Hukum dan HAM Sekretariat Daerah; dan

b. Staf ahli Bupati bidang Hukum.

Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan pemberian Bantrran Hukum dan penyaluran

dana Bantuan Hukum;

b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Bagian

Hukum dan HAM;

c. mengusnlkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan

pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan

Hukum.



Pasal 28

Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (31

huru c dalam mengambil keputusarl mengutamakan prinsip musyawarah.

Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan

suara terbanyak.

Pasal 29

Hukum dan HAM atas usul Pengawas dapat meneruskan temuan

pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan

kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan

Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 3O

hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai

ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi

Hukum kepada Bupati dan/atau induk organisasi Pemberi Bantuan

Pasal 31

hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal L3 sampai

Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi

Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Pasal 32

Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh

Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati

dapat:

a. memba'talkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum
b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
:. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran

berikutnya.



Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk
mendampingr atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 33

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal lt ytl 7.Dt1

di Dobo

tanggal l? Tvq bg
S DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU,

UMPA

A DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN '7-ol+ NOMOR ZS*

sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM DAN HAM,

M. SOLISSA


